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Mengingat: l. PasaI 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

~Indonesia ... 

Menimbang: a. bahwa sa1ah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu 
dengan melaksanakan penyertaan moda1 demi pembiayaan 
ba~ ?Clak~aan ?Cmbangunan daerah·, 

b. bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah 
melaksanakan penyertaan modal pada oeberapa 
perusahaan umum maupun perseroan terbatas berencana 
untuk meningkatkan nilai penyertaan modal guna 
peningkatan pendapatan asli daerah bagi pembangunan 
daerah; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat f ~) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 
Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka penyertaan modal daerah dalam rangka 
penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik 
Dae~ah dan. Peni'bahaan Lainn.~a d\ Kabupaten Sumba 
Timur 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBA TIMUR, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR,3TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DAN PER:USAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 

BUPATI SUMBA TIMUR 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
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loaerah ... 

umba Timur Nomor 
ad n U uh a Milik 

Beberap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
l Tahun 2016 tentang Penyertaan ModaJ D erah Pad 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR I 
TAH UN 2016 TENTANG PENYERTAAN M DAL DAERAH PADA 
BADltN USAJM MJLJK DltERAH DAN PERU AHlL!tN lltJNNYA DJ 
KABUPATEN SUMBA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Ber arna 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

dan 
BUPATI SUMBA TIMUR 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik ln<ione£;ia Nomor 5587\ rebagaimana tdah 
beberapa kali diubah terakhir den an Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua at 
Undang-Undang Nomor :23 Tahun :20I4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan 
Vsaha MiJik Deereb (Lembaran Negara RepubJik Indonesie 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perryertaan Modal Daerah Pana Baaan Usaha 
Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten urnba 
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Surnba Timur 1 ahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 602); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2019 ten tan Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumb Timur 
Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Daerah 
Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di 
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tariun 2019 Nomor 59, Tambahan Lcrnb ran 
Da rah Kabupaten umba Timur Norn r 824); 



Dipindai dengan CamScanner 

~Pasal 4 ... 

Dalam Peratu ran Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan 

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 
modal atau saham daerah pada BUMD dan perusahaan lainnya. 

2. Booan U .£.aha Milik Dae~ah ~ang ~\an5utn~a di~ingkat BTJMD adalah 
Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang berada 
di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan 
Daerah Perseroan Terbatas dan dalam meningkatkan perekonomian 
daerah s ekaligus upaya mcnggali potensi daerah yang dimiliki guna 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah scbagai salah satu 
sumber dana pembangunan daerah. 

3. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan yang berbadan hukum baik 
berbentu k perusahaan umum atau perseroan tcrbatas milik 
pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau swasta. 

4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda 
adalah p,eru~ahaan 1ang \:»ahamn~a dim•Aiki {)\eh Pemerintah Da~rah 
baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk 
perusahaan umum daerah. 

5. Perseroam Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan 
hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan 
perjanjia n, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
clitetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

7. Daerah adalah Kabupaten Sumba 1'imur. 
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
9. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 

2. Ketentuan Pa 'Sal 4 cliubah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 602.) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur: 
a. Nomor 9 Trihun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumba 11rrror ttomor i 1'ahun ~i6 tentang Penyertaan Moo.a, 
Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pcrusahaan Lainnya di 
Kabupaten Snrmba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 705); 

b. Nomor 8 1'ahun 2.019 tentang Peru.bahan Kooua 4\ta~ Pe.raturan Oa.enili 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 
Daerah Pada Sadan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di 
Kabupaten S urnoa Timur (Lemoaran Daerah Kabupaten Sumba 1Ymur 
Tahun 2019 omor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 824), 

diubah sebagai berikut: 
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(1 \ Penyerta.an Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a hingga tahun 2020 sebesar 
Rp86.380.843.59 l ,45 (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan 
puluh juta. delapan ratus empat puluh tiga ribu lime ratus sembilan 
puluh satu dan em pat puluh lima sen). 

(2) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud 
pada aya t p) terdiri dari: 
a. Perumda Air Minum Matawai Amahu sebesar 

Rp4 l.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus 
sem bilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus 
tujurh puluh enam rupiah dan empat puluh lima sen); 

b. PD Waingapu Bhakti sebesar RpS00.000.000 .. 00 (lima ratus juta 
rupiah); 

c. Perumda Sandalwood sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah); 

d. PT Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp23. 719. 729. 775,00 
(dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus 
dua puluh sernbilan ribu tujuh ratus tujuh puluh 1ima rupiah); 

e. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 
Rpl 1.280.660.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh 
juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang tercliri dari: 
1. Penyertaan Modal Daerah hingga tahun anggaran 201 7 

sebesar Rp3.000.000.000,00 [tiga miliar rupiah}; 
2. konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 

sebesar Rp4.280.660.000,00 (empat miliar dua ratus 

~elapan ... 

PasalSA 

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal SA 
sehingga berb unyi se bagai beriku t: 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan Lainnya 
meliputi: 
a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan 
b. rencana penambahan modal. 

(2) Pengelolaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang­ 
undanga n. 

Pasal 5 

3. Ketentuan Paesal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

llJ Bentuk lPenyertaan Modal Daerah adalah uang dan barang yang 
dianggar kan dalam APBD. 

(2) Sasaran Penyertaan Modal Daerah diperuntukan bagi: 
a. Peni\--nda i\ir M\num Matamai i\mahu·, 
b. PD W aingapu Bhakti; 
c. Perurnda Sandalwood; 
d. Pr Algae Sumba Timur Lestari; 
e. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan 
f. PT Aguamor Wai Kahingiru. 

Pasal 4 
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BAB IXA 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

6. BAB VI dihapnis. 

7. Di antara BAlB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB lXA dan 
1 (satu) pasal yakni Pasal l 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

~asal 14A ... 

(I) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (I) uruf b) dialokasikan dalam APBD secara bertahap terdiri dari 
Penyerta n Modal Daerah kepada: 
a. Perrimda Air Minum Matawai Amahu, yaitu Penyertaan Modal 

Daexah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 
Rp3.5DO.ODO.ODD,OD (tiga miJiar hma ratus juta rupiah); 

b. PT Algae Sumba Timur Lestari, yaitu Penyertaan Modal Daerah 
yang akan diusulkan pada APBD perubahan tahun anggaran 
2021 sebesar Rp3.50D.OOO.OOO,OO [tiga miliar uma ratus juta 
rupiah); 

c. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, terdiri 
dari: 
1. APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rpl 7.000.000.000,00 

(tujuh belas miliar rupiah]; 
2. tahun anggaran 2022 sebesar Rpl 7.500.000.000,00 (tujuh 

betas miliar lima ratus juta rupiah); 
3. tahun anggeran 2023 seoesar Rp18.DDD.DDD.DDD,DD 

(delapan belas miliar rupiah); dan 
4. tahun anggaran 2024 sebesar Rpl8.500.000.000,00 

[delapan be1as miuar Iirna ratus juta rupiah); 
d. PT Aquamor Wai Kahingiru, pada APBD tahun anggaran 2021 

sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua rniliar rupiah); dan 
e. Perumda Sandalwood, terdiri dari: 

1. APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.400.000.000,00 
(dua miliar ernpat ratus juta rupiah]; 

2. tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua 
miliar empat ratus juta rupiah); 

3. tehun anggaran 2023 sebeser Rp2.40D.OOO.OOD,OO [due 
miliar empat ratus juta rupiah); 

4. tahun anggaran 2024 sebesar Rpl.800.000.000,00 (satu 
miliar delapan ratus juta rupiah. 

Pasal6 

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 

d _'lap~n puluh )ulu .nnrn ra tus cnnrn pu]uh ribu rupiah] dan 
diakui s .bagai P ·ny rtaun Modal I a .rah dal m rangka 
p n mbahnn modal p, do PT ank P ·ml · n zunan Ds crah 
Nusa Tenggara Timur Tahun An, aran 2020; dan 

3. Penyertaan Modal D crah tahun anggaran 2020 scbcsar 
Rp4 .000.000.0fJQ,OO ~<!.m\)at mUi.at rupiah\·, 

PT /\guamor Wai Kahingiru sebcsar RpS.570.719.340,00 (Lima 
milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus scmbilan bclas 
ntnn tiga ratus ernpat puluh rupiah]. 

f. 

•, 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1-fh 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
PROVlNSI NUSA TENGGARA TIMUR 03 / ~" 0 

DOMU WARANDOY 

Diundan an di Waingapu, 
\ pada tan al ?- :> T,7GS~~\!::G '- ~o )-o 
~ SE S DAERAH KABUPAiEN SUMBA i1MUR 

Ditetapkan di Waingapu, 
pada tanggal 2 3 OereN\Be-(2. 2tfUJ 

(}JBUPATI SUMBA TIM~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

( 1.) Selain P ·nyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1), juga terdapat keuangan Daerah pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Nusa Tenggara Timur yang belum ditransfer ke rekening kas 
umum aeran ~an'6 bcra~l dad 50 \lima 1pu\1J.h\ ~r£Jen De111.cden 
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.800.070.000,00 (empat miliar 
delapan atus juta tujuh puluh ribu rupiah) 

(21 Dalam hal keuangan Pemerin tah Dae rah se bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah ditransfer ke rekening kas umum Daerah, maka 
ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14A 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup .Jelas 
Pasal II 

Cukup Jelas. 

\TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR -~ TL 

I. UMUM 
.rusulu um Dn .ruh dun P ·ru rahuun Lainnya dih rapkan agar dapat 

b rs tin~ dun erk .rnbang s _. uai derigan perkernb n an ek nomi daerah 
s kali TU, dap at m nin katk n pend p t n asli dacrah untuk mcnunjang 
p .laks maan p m irintahan da rah d I m rangka pclaksanaan Otonomi 
- ·rah yan b rda -a una dan ocrhasi) guna secara nyata, dinamis dan 
bert n un j a, ab. Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah 
dan P .ru · ha an Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ckonomi yang sehat, 
pertu mcmp rkuat pcrmodaian Perusanaan Daerah dan Perusahaan 
Lainn a dcngan melaksanakan penyertaan modal. Penyertaan Modal 
Da r h bertujuan untuk meningkatkan pcrtumbuhan perekonomian 
daerah d n rneningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan 
pelay n n kepada masyarakat. Penyertaan Modal dilaksanakan 
berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented\ dan 
pelayanan kepada masyarakat (social oriented). 

Penyerta n modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian, 
pcagemoenga.n dan peningkatan kinerja BUMD/perusahaan daerer; atau 
badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dapat berupa uang dan/atau 
dalam bentuk selain uang yaitu Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat 
dinilai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber 
dari APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan 
lainnya yang sah. Dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar lBiasa Bank NIT yang memutuskan kepada para pemegang 
saham melakukan setoran modal minimal 1% dari total APBD masing­ 
masing setiap tahun dan 50% dari deviden yang langsung diperhitungkan 
sebagai modal disetor masing-rnasing pemegang saharn, serta adanya 
perubahan tahapan realisasi penyertaan modal daerah pada Perusahaan 
Umum Daerah Sandalwood yang aisesuaikan denga.n kemempuan 
keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur, terkait penyertaan modal pemerintah 
daerah pada Pl. Bank NT! dan Perusahaan Umum Daerah Sandalwood 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• • 

Pl!.N l~I..ASAN 
ATA8 

PER/\TUJ~AN I /\Eh.Al I KAJ UPATl• N SUM A TIMUR 
NOM R TAIIUN 2020 

Tli..NTANG 
I El U Al lAN Kl• Tlt,A A'l'A8 J>l•'l~ATUI AN A• RAI I 

KAI PATI ~N SUMI A TIMUI~ NO MOR 1 TAI IUN 20 l TENTAN 
l 1 N, ERTAAN M( I Al, I AEJ~Al l PAI A I A( AN U~ Al IA MILIK AERAH 

AN I El lUSAIIAAN LAINNYA DI KA UPATEN ,UM A TIMUR 


